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TENTANG 
SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 

UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA 

TAHUN ANGGARAN 2023 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang 

Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah/Kota 

Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Sukamara akan melaksanakan 

Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional 

Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut : 

I. NAMA JABATAN, ALOKASI FORMASI DAN UNIT KERJA PENEMPATAN 
FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN 
FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS DENGAN JUMLAII ALOKASI FORMASI SEBANYAK 55 
(LIMA PULUH LIMA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 
ANGGARAN 2023 DAPAT DILIHAT PADA LAMPIRAN I PENGUMUMAN INI. 

H. JENIS ALOKASI KEBUTUHAN DAN KRITERIA PELAMAR 

Jenis Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis Tahun 

Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme 

Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun 

Anggaran 2023 meliputi : 

1. Kebutuhan Khusus, dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data 

(database) pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi 

Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; atau 

b. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN) adalah pegawai yang 

melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan 

memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus 

menerus pada instansi pemerintah yang dilamar. 

2. Kebutuhan Umum adalah pelamar yang tidak termasuk dalam kategori 

kcbutuhan khusus. 



M. DESICMSI TUGAS JABATAN 

Informasi terkait tugas jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis Tahun 

Anggaran 2023 adalah sebagai berikut: 

No. JABATAN TUGAS JABATAN 

1 AHLI PERTAMA - 
PENGANTAR KERJA 

1. 	Melakukan 	layanan 	analisis 	jabatan 	dasar; 	2. 
mengidentifikasi 	ketersediaan 	informasi 	lowongan 
pekerjaan untuk penempatan tenaga kerja; 3. menyusun 
statistik informasi pasar kerja; 4. melakukan penyuluhan 
jabatan kepada siswa, mahasiswa, atau pencari kerja yang 
baru 	masuk 	ke 	pasar 	kerja; 	5. 	mensosialisasikan 
program/ kegiatan Antar 
Kerja pada masyarakat umum; 6. melakukan pelayanan 
pemberian informasi penempatan tenaga kerja kepada 
pencari kerja; 7. melakukan layanan pendaftaran pencari 
kerja; 8. melakukan bimbingan jabatan kepada pencari 
kerja yang baru masuk ke pasar kerja; 9. menganalisis 
permohonan 	surat 	izin 	perekrutan 	Pekerja 	Migran 
Indonesia; 	10. menganalisis hasil pembekalan tenaga 
kerja untuk penempatan tenaga kerja; 11. menganalisis 
kelayakan dokumen pengajuan paspor calon Pekerja 
Migran Indonesia; 12. melakukan pcngurusan visa kerja 
calon Pekerja Migran Indonesia; 13. membentuk kelompok 
usaha 	kegiatan 	perluasan 	kesempatan 	kerja; 	14. 
menyusun 	data 	penempatan 	tenaga 	kerja; 	15. 
menganalisis dokumen pengajuan pencairan deposito 
P3MI; 

2 TERAMPIL - ARSIPARIS Melakukan 	kegiatan 	pengelolaan 	arsip 
dinamis,pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan 
dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi 

3 AHLI PERTAMA - 
PENGGERAK SWADAYA 
MASYARAKAT 

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi bahan 
pemetaan sosial; 2. melakukan pengumpulan data bahan 
evaluasi pemetaan sosial; 3. membangun relasi sosial; 4. 
mengumpulkan data bahan evaluasi pembangunan relasi 
sosial; 5. melaksanakan pengembangan solidaritas sosial; 
6. mengumpulkan data bahan evaluasi pengembangan 
solidaritas 	sosial; 	7. 	melaksanakan 	pengembangan 
kesadaran 	kritis 	masyarakat 	untuk 	perubahan; 	8. 
mengumpulkan 	data 	bahan 	evaluasi 	pengembangan 
kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan; 

4 AHLI PERTAMA  - 
PENGAWAS BIBIT 
TERNAK 

1. Melakukan Pemeriksaan Kebuntingan dalam rangka 
pembiakan ternak melalui kawin alam 2 	Melakukan 
pengecekan kode semen dalam rangka pembiakan ternak 
melalui IB 3. Melakukan evaluasi dan memasukan embrio 
ke 	dalam 	straw 	dalam 	rangka 	transfer 	embrio 
(direct/stepwise) 4. Melakukan Perneriksaan Kebuntingan 
dalam rangka pembiakan ternak melalui TE 5. Menangani 
kelahiran ternak besar/ kecil 6. 	Melakukan penilaian 
kelayakan terhadap media flushing, evaluasi, dan freezing 
dalam ratigka proses produksi embrio 

5 AHLI PERTAMA - ANALIS 
KEBAKARAN 

1. 	Mengkaji 	Undang-Undang 	yang 	terkait 	tentang 
kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak 
termasuk bangunan industri; 	2. 	mengkaji Peraturan 
Pemerintah 	yang 	terkait 	tentang 	kebakaran 	pada 
bangunan 	rendah 	dan 	menengah, 	tidak 	termasuk 
bangunan industri; 3. mengkaji Peraturan Menteri yang 
terkait tentang kebakaran pada bangunan rendah dan 
menengah, tidak termasuk bangunan industri; 4. mengkaji 
Peraturan Daerah yang terkait tentang kebakaran pada 
bangunan 	rendah 	dan 	menengah, 	tidak 	termasuk 
bangunan 	industri; 	5. 	mengkaji 	Paraturan 
Oubernutperaturan Bupati/Peraturan Wali Kota yang 



terkait tentang kebakaran pada bangunan rendah dan 
menengah, tidak termasuk bangunan industri; 6. mengkaji 
standar lainnya yang terkait tentang kebakaran pada 
bangunan 	rendah 	dan 	menengah, 	tidak 	termasuk 
bangunan industri; 7. menyusun surat pemberitahuan 
pemeriksaan pada bangunan rendah dan menengah, tidak 
termasuk bangunan industri; 8. menyusun surat tugas 
tim pemeriksa pada bangunan rendah dan menengah, 
tidak termasuk bangunan industri; 9. menyusun form 
check list pemeriksaan pada bangunan rendah dan 
menengah, 	tidak 	termasuk 	bangunan 	industri; 	10. 
menyusun dan memahami dokumen pendukung lainnya 
pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk 
bangunan industri; 	11. 	menginventarisasi kendaraan, 
peralatan 	untuk 	pemeriksaan 	dan 	pengujian 	pada 
bangunan 	rendah 	dan 	menengah, 	tidak 	termasuk 
bangunan industri; 12. melakukan komunikasi dengan 
pihak pengelola bangunan gedung pada bangunan rendah 
dan menengah, tidak termasuk bangunan industri; 13. 
menyusun dokumen-dokumen perijinan pada bangunan 
rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri; 
14. menyusun gambar bangunan pada bangunan rendah 
dan menengah, tidak termasuk bangunan industri; 15. 
menginventarisasi spesifikasi proteksi kebakaran pada 
bangunan 	rendah 	dan 	menengah, 	tidak 	termasuk 
bangunan industri; 

6 AHLI PERTAMA - 
INSTRUKTUR 

1. 	Melakukan identilikasi kebutuhan pelatihan atau 
pengukuran produktivitas individu; 2. menyusun rencana 
pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi pada level 
operator; 3. menyusun konten e-learning pada program 
pelatihan 	pada 	level operator; 	4. 	menyusun 	media 
pembelajaran pada level operator, 5. mengidentifikasi 
perangkat 	penilaian 	atau 	instrumen 	pada program 
pelatihan 	pada 	level 	operator; 	6. 	menyusun 	daftar 
kebutuhan fasilitas dan daftar peralatan; 7. Melatih 
dengan tatap muka pada level operator, 8. melaksanakan 
pelatihan dengan menggunakan platform e-learning pada 
level operator;m 9. memelihara peralatan pelatthan; 10. 
melakukan pendampingan pada individu, perusahaan 
ultra, 	mikro, 	dan 	kecil; 	11. 	melakukan 	bimbingan 
konsultansi pada individu, perusahaan ultra, mikro, dan 
kecil; 	12. 	menyusun 	perangkat 	evaluasi 	hasil 
pembelajaran pada level operator; dan 13. melakukan 
evaluasi hasil pembelajaran pada level operator; 	10. 
melatih pada pelatihan tingkat atas/Ianjutan dengan 
peserta pekerja pada level pelaksana/produksi; 

7 TERAMPIL - PENYULUH 
PERTANIAN 

1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi data potensi 
wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 
sumber 	daya 	(SDA, 	SDM,SDE); 	2. 	melakukan 
inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai 
bahan penyusunan programa penyuluhan pertanian; 	3, 
melakukan penyebaran informasi pertanian (teknis, sosial 
dan ekonomi) melalui tatap muka kelompok; 4. melakukan 
penumbuhan Poktan 5. meningkatkan kelas kemampuan 
Poktan dari kelas Pemula menjadi kelas lanjut; 	6. 
melakukan penumbuhan Gapoktan; 7. meningkatkan 
kelas kemampuan Gapoktan dari kelas Pemula menjadi 
kelas lanjut; 8. melakukan penumbuhan Kelembagaan 
Ekonomi Petani (KEP); 9. meningkatkan kelas kemampuan 
Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dari kelas Pemula 
menjadi kelas lanjut; 10. melakukan kegiatan peningkatan 
kapasitasm Poktan, Gapoktan, dan Kelembagaan Ekonomi 
Petani (KEP); 11. melakukan fasilitasi Poktan/Gapoktan 



dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi 
teknologi 	dan 	pasar; 	12. 	melakukan 	fasilitasi 
Poktan/Gapoktan dalam penerapan teknologi melalui 
kegiatan sekolah lapang (FFD); 13. melakukan fasilitasi 
Poktan/Gapoktan dalam pengumpulan dan rekapitulasi 
data sebagai bahan penetapan dan peningkatan slcala 
usaha tani; 14. melakukan fasilitasi penerapan teknologi 
melalui demplot; 

8 AHLI PERTAMA - ANALIS 
PERDAGANGAN 

1. Menyusun rencana program bidang perdagangan atau 
perlindungan konsumen/ 2. Mengidentifikasi data dan 
informasi 	penyusunan 	rekomendasi 	strategis 	bidang 
perdagangan 	atau 	perlindungan 	konsumen; 	3. 
Merumuskan 	Rekomendasi 	strategis 	terkait 	bidang 
perdagangan 	atau 	perlindungan 	konsumen 	4. 
Menganalisis data dan informasi uji publik rancangan 
hasil rekomendasi strategis terkait bidang perdagangan 
atau perlindungan konsumen 5. Melakukan uji publik 
rancangan hasil rekomendasi strategis terkait bidang 
perdagangan atau perlindungan konsumen 

9 PEMULA - PEMADAM 
KEBA.KARAN 

1. 	Mempersiapkan 	kelengkapan 	pemadaman; 	2. 
melaksanakan apel pagi; 3. melaksanakan serah terima 
tugas 	jaga; 	4. 	melaksanakan 	pemeriksaan 	jumlah 
peralatan operasional; 5. melaksanakan pengecekan fungsi 
peralatan operasional; 6. membuat laporan sesuai dengan 
form checklist; 7. melaksanakan piket sesuai dengan 
consignus jaga (tata kelola); 8. melakukan monitoring 
kejadian kebakaran dan penyelamatan; 9. mempersiapkan 
kelengkapan operasional pemadaman dan penyelamatan; 
10. 	melaksanakan 	apel 	malam; 	11. 	melaksanakan 
pemeriksaan 	jumlah 	peralatan 	operasional; 	12. 
melaksanakan pengecekan fungsi peralatan operasional; 
13. membuat laporan sesuai dengan form check list; 14. 
mempersiapkan peralatan latihan; 15. melakukan latihan 
penggunaan peralatan; 16. merapikan kembali peralatan 
yang digunakan; 17. melaksanakan kegiatan pembinaan 
fisik; 18. melaksanakan korve di lingkungan kerja; 19. 
melaksanakan pembersihan unit mobil; 20. mencatat 
informasi kejadian kebakaran; 21. melaporkan informasi 
kejadian kebakaran; 22. menerima perintah dari. Kepala 
Regu pasca Informasi kejadian kebakaran; 

10 AHLI PERTAMA - ANALIS 
AKUAKULTUR 

1.Melakukan 	penyusunan 	kebutuhan 	pengembangan 
kegiatan/pelaksanaan kegiatan di bidang Analisis dan 
Pengelolaan Perikanan Budidaya sebagai anggota, yaitu 
mengidentifikasi 	kebutuhan 	pengembangan 
kegiatan/pelaksanaan kegiatan di bidang Analisis dan 
Pengelolaan 	Perikanan 	Budidaya; 	2. 	melakukan 
penyusunan rancangan pembangunan di bidang Analisis 
dan Pengelolaan Perikanan Budidaya sebagai anggota, 
yaitu mengidentiflicasi bahan rancangan pembangunan di 
bidang Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya; 3. 
melakukan penyusunan rencana kerja tahunan di bidang 
Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya sebagai 
anggota, yaitu mengidentifikasi bahan rencana kerja 
tahunan di bidang Analisis dan Pengelolaan Perikanan 
Budidaya; 4. melakukan penyusunan rancangan teknis di 
bidang Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya 
sebagai anggota, yaitu mengidentifikasi bahan rancangan 
teknis di bidang Analisis dan Pengelolaan Perikanan 
Budidaya; 5. melakukan penyusunan pedoman/panduan 
teknis di bidang Analisis dan Pengelolaan Perikanan 
Budidaya sebagai anggota, yaitu mengidentifikasi bahan 
pedoman/panduan 	teknis 	di 	bidang 	Analisis 	dan 
Pengelolaan 	Perikanan 	Budidaya; 	6. 	mengidentifikasi 
kebutuhanbemanfaatan/ kelayakan prasarana budidaya; 



7. 	Mengidentifikasi dan menginventarisasi kebutuhan 
sarana 	budidaya; 	8. 	mengidentifikasi 	dan 
menginventarisasi kelayakan teknis lokasi pembudidayaan 
lican; 9. melakukan pengujian dan penilaian kualitas air 
sumber 	(secara 	fisikaficimia/biologi); 	10. 	melakukan 
pengujian 	dan 	penilaian 	kualitas 	kimia 	tanah; 	1 1. 
mengidentifikasi 	dan 	menginventarisasi 	kegiatan 
perikanan budidaya wajib Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan; 12 mengidentifikasi dan menginventarisasi 
kegiatan 	perikanan 	budidaya 	yang 	mengganggu 
lingkungan; 13. mengidentifikasi dan menginventarisasi 
data perikanan budidaya di kawasan pembudidayaan ikan 
yang 	terintegrasi; 	14. 	memverifikasi 	dokumen 
masterplan/rencana program investasi jangka menengah; 

1 1 TERAMPIL - PRANATA 
KOMPUTER 

1. Melakukan penggandaan data; 2. melakukan deteksi 
dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang tedadi 
pada 	sistem jaringan lokal 	(local area 	network); 	3. 
melakukan pencatatan infrastruktur teknologi informasi; 
4. melakukan pemasangan kabel untuk infrastruktur 
teknologi informasi; 5. melakukan. pemeliharaan perangkat 
teknologi informasi end 	user; 	6. 	melakukan deteksi 
dan/atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat 
teknologi informasi end user; 7. melakukan perekaman 
data dengan pemindaian; 8. melakukan perekaman data 
tanpa validasi; 9. melakukan validasi hasli perekaman 
data; 10. melakukan perekaman data dengan validasi; 1 1. 
membuat query sederhana; 12. melakukan konversi data; 
13. melakukan kompilasi data pengolahan; 14. melakukan 
perekaman data spasial; dan 15. melakukan uji coba 
program multimedia interaktif; 

12 AHLI PERTAMA - 
PENATA 
PENANGGULANGAN 
BENCANA 

1. 	Melakukan 	penyiapan 	penyusunan 	rencana 
penanggulangan bencana; 2. melakukan penyebarluasan 
dan advokasi rencana penanggulangan bencana; 	3. 
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana aksi 
pengurangan risiko bencana; 4. melakukan penyiapan 
bahan penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan 
bencana; 5. melakukan penyiapan bahan penyusunan 
rencana kontingensi; 6. menyusun informasi hasil kajian 
risiko bencana; 7. melakukan pemantauan risiko bencana 
secara 	berkala; 	8. 	melakukan 	penyiapan 	bahan 
pengembangan budaya sadar bencana; 9. melaksanakan 
pemeliharaan logistik dan peralatan; 10. melaksanakan 
penghapusan pencatatan 	logistik dan peralatan; 	1 1. 
melaksanakan pendampingan dalam rangka penguatan 
relawan penanggulangan bencana; 12. mengidentifikasi 
kebutuhan evakuasi korban dan pengungsi; 13. menyusun 
rancangan tempat evakuasi; 14. menyusun jalur evakuasi, 
pemasangan 	rambu 	dan 	papan 	informasi; 	15. 
melaksanakan penyiapan kebutuhan tempat evakuasi; 

13 AHLI PERTAMA - 
PENGENDALI 
ORGANISME 
PENGGANGGU 
TUMBUHAN 

Menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan 
mengevaluasi, 	membimbing, 	mengembangkan 	metode 
pengendalian/tindakan karantina dan mengamati/memantau 
daerah sebar serta membuat koleksi. 

14 AHLI PERTAMA - 
PENYULUFI SOSIAL 

1. menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, 
permasalahan dan atau program kesejahteraan sosial secara 
faktual yang akan disuluhkan didaerah non rawan sosial 2. 
menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial masal di 
daerah non rawan sosial 3. menetapkan sasaran garapan 
penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah non rawan 
sosial 4. menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial 
individu dan 	keluaraga di 	daerah 	non rawan 	sosial. 	5. 
melakukan 	assesmen 	terhadap 	kelompok 	sasaran 	dan 



lingkungan sosial komunitas atau massal di daerah non rawan 
sosial. 

15 PEMULA - TEKNISI 
AKUAKULTUR 

1. Melakukan penatalaksanaan bahan dan peralatan untuk uji 
kualitas air dalam rangka penilaian kelayakan teknis lokasi 
pembudidayaan ikan; 2. melakukan penatalaksanaan bahan 
dan peralatan untuk uji kualitas tanah dalam rangka penilaian 
kelayakan 	lokasi 	pembudidayaan 	ikan; 	3. 	melakukan 
penatalaksanaan sarana produksi dan sarana pembudidayaan 
ikan untuk pengujian laboratorium/lapang; 4. 	melakukan 
penatallakRanaan bahan penilaian sarana produksi dan sarana 
pembudidayaan ikan; 5. melakukan penatalaksanaan sarana 
produksi; 6. melakukan penatalaksanaan bahan dan peralatan 
pemantauan 	produksi/distribusi 	sarana 	produksi 
pembudidayaan ikan; 7. melakukan penatalaksanaan bahan 
dan 	peralatan 	dalam 	rangka 	pemantauan 	induk/calon 
induk/benih hasil budidaya/ domestikasi/introduksi dan hasil 
pemuliaan; 8. menginventarisasi kebutuhan alat dan bahan 
pada kegiatan pemantauan proses produksi/pasca produksi; 9. 
melakukan penatalaksanaan proses produksi/ pasca produksi 
di unit usaha; 10. melakukan penatalaksanaan penebaran 
benih/bibit pada proses produksi; 11. memeriksa pengelolaan 
air pada proses produksi/pasca produksi; 	12. memeriksa 
pengelolaan wadah pada proses; produksi/pasca produksi; dan 
13. melakukan pengamatan pemeliharaan benih/bibit/induk; 

16 AHLI PERTAMA - 
PENGELOLA PRODUKSI 
PERIKANAN TANGKAP 

1. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan produksi perikanan 
tangkap tahunan; 2. menyiapkan bahan penyusunan rencana 
kerja 	kegiatan 	pengelolaan 	produksi 	perikanan 	tangkap 
bulanan; 3. melakukan pengumpulan data bahan penyusunan 
rencana kelja tahunan bidang perikanan tangkap; 4. melakukan 
pengolahan data bahan penyusunan rencana kerja tahunan 
bidang 	perikanan 	tangkap; 	5. 	melakukan 	persiapan 
perencanaan 	kegiatan pengelolaan 	sumber daya ikan; 	6. 
melakukan persiapan perencanaan kegiatan kapal perikanan 
dan 	alat 	penangkapan 	ikan; 	7. 	melakukan 	persiapan 
perencanaan kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan: 8. 
melakukan 	persiapan 	perencanaan 	kegiatan 	pengendalian 
penangkapan ikan: 	9. 	melakukan 	persiapan perencanaan 
kegiatan 	kenelayanan; 	10. 	melakulcan 	verifikasi, 	validasi, 
pengolahan dan analisis data logbook penangkapan ilcan: 11. 
melakukan verifikasi, validasi, pengolahan dan analisis data 
observer: 

17 AHLI PERTAMA - 
PENYULUH 
LINGKUNGAN HIDUP 

1. Mengumpulkan data potensi wilayah; 2. mengolah data 
potensi wilayah; 3. menyusun programa Penyuluh Lingkungan 
Hidup; 	4. 	menyusun 	rencana 	kerja 	tahunan 	Penyuluh 
Lingkungan Hidup; 5. menyusun dan menyiapkan materi 
program dan rencana kerja penyuluhan lingkungan hidup pada 
tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis daerah 	(UPTD)/unit 
pelaksana teknis (UPT) KLHK, dalam bentuk cetak; 6. menyusun 
dan menyiapkan materi program dan rencana kerja penyuluhan 
lingkungan hidup pada tingkat Nasional, dalam bentuk cetak; 7. 
melakukan 	penyebarluasan 	informasi 	Perlindungan 	dan 
Pengelolaan 	Lingkungan 	Hidup 	dengan 	cara 	komunikasi 
langsung, kepada Perorangan; 8. melakukan penyebarluasan 
informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dengan cara komunikasi langsung, kepada komunikasi tidak 
langsung, 	melalui 	pemasangan 	poster; 	9. 	melakukan 
penyebarluasan 	informasiPerlindungan 	dan 	Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dengan cara komunikasi langsung, 	10 
kepada komunikasi tidak langsung, melalui penyebarluasan 
brosur, leaflet; 



18 TERAMPIL - OPERATOR 
SISTEM INPORMASI 
ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

1. Melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan 
validasi permohonan Biodata Penduduk; 2. melakukan verifikasi 
dan validasi cetakan hasil entry permohonan Biodata Penduduk; 
3. melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan 
untuk penerbitan Biodata Penduduk; 4. melakukan entry data 
sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Kartu 
Keluarga; 5. Melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil 
entry permohonan Kartu Keluarga; 6. melakukan pencetakan 
hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Kartu 
Keluarga; 7. melakukan perekaman biometrik KTP-el (foto, iris 
mata, sidik jari, dan tanda tangan); 8. melakukan verifikasi hasil 

biometrik perekaman 	KTP-el (foto, iris mata, sidik jari. 

19 TERAMPIL - ASISTEN 
PEMBINA MUTU HASIL 
KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

1. Menyusun rencana kerja Pelayanan Telmis dan Operasional 
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan 
tahunan; 2. menyusun rencana teknis pelaksanaan Pelayanan 
Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil 
Kelautan dan Perikanan bulanan; 3. mengumpulkan data 
sekunder 	dalam 	rangka 	menyusun 	rancangan 	teknis 
pelaksanaan Pelayanan Telmis dan Operasional Pembinaan 
Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; 	4. 
mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman 
teknis (juklak, julcnis, rancangan standar, prosedur) di bidang 
Pembinan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; 
5. melakukan persiapan pemantauan mutu dan keamanan hasil 
kelautan dan perikanan 5. laporan persiapan pemantauan mutu 
dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (kesegaranikan, 
bahan 	tambahan 	pangan 	pada 	saat 
pembonglcaran/pemanenan/penanganan/pengolahan/logistik/ 
pemasaran); 6. laporan pengambilan dan penangangan sampel 
hasil kelautan dan perikanan dan sampel lain (air, sampel swab 
peralatan); 7. laporan hasil identifikasi sarana prasarana; 8. 
laporan kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana untuk 
standar kelayakan 	dasar; 	9. 	laporan 	pengumpulan 	data 
pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan 
Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan 
ikan skala kecil; 

20 AHLI PERTAMA - 
PENYULIJH PERTANIAN 

1. Melakukan rekapitulasi dan mengolah data potensi wilayah 
sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya 
(SDA, SDM,SDE); 2. melakukan rekapitulasi dan mengolah data 
kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing- 
masing 	subsektor 	sebagai 	bahan 	penyusunan 	progrania 
Penyuluhan Pertanian; 3. melakukan diseminasi informasi 
pertanian (teknis, sosial dan ekonomi) sesuai kebutuhan; 4. 
mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan Poktan; 5. 
mengumpulkan 	dan 	mengolah 	data 	peningkatan 	kelas 
kemampuan Poktan; 6. mengumpulkan dan mengolah data 
penumbuhan Gapoktan; 7. mengumpulkan dan mengolah data 
pengembangan Gapoktan; 8. mengumpulkan dan mengolah 
data penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP); 9. 
mengumpulkan 	dan 	mengolah 	data 	pengembangan 
Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP); 10. melakukan evaluasi 
peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan Kelembagaan 
Ekonomi. 

21 AHLI PERTAMA - 
PRANATA KOMPUTER 

1. Laporan pengelolaan katalog layanan teknologiinformasi; 2. 
laporan 	pengelolaan 	permintaan 	dan 	layanan 	teknologi 
informasi3. 	daftar 	alternatif 	solusi 	permasalahan 
pengelolaandata;4. 	dokumen 	implementasi 	data 	model;5. 
laporan 	implementasi 	business 	intelligence;6. 	dokumen 
taksonomi data; 7. dokumen arsitektur data; 8. dokumen 
kebutuhan informasi; 9. dokumen rancangan layanan akses 
data; 10. dokumen implementasi rancangan layanan akses data; 
11. dokumen hasil ingestion data; 12. dokumen implementasi 
rancangan integrasi data; 13. dokumen prosedur pengujian 
rancangan integrasi data; 14. dokumen evaluasi hasil pengujian 
prosedur validasi kebutuhan infonnasi; 	15. dokumen hasil 
validasi 	kebutuhan 	informasi; 	16. 	dokumen 	rancangan 
database; 17. laporan hasil instalasi dan konfigurasi database 
management 	system; 	18. 	dokumen 	hasil 	backup 	atau 
pemulihan data; 



22 AHLI PERTAMA - 
PENGENDALI DAMPAK 
LINGKUNGAN 

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data sekunder; 2. 
melakukan 	kegiatan 	pengambilan 	contoh 	uji 	kualitas 
lingkungan; 	3. 	melakukan 	kegiatan pengujian/pengukuran 
parameter 	lingkungan; 	4. 	melakukan 	kalibrasi 	dan/atau 
pemeliharaan pelaksanaan 	pemantauan perlindungan 	dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 5. melakukan kalibrasi peralatan 
pemantauan kualitas lingkungan; 6. melakukan pemeliharaan 
dan perbaikan peralatan pemantauan kualitas lingkungan; 7. 
menyusun materi perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup; 	8. 	melakukan 	verifikasi 	lapangan 	terkait 	evaluasi 
dokumen 	lingkungan; 	9. 	melakukan 	evaluasi 	dokumen 
perizinan 	ingkungan; 	10. 	melakukan 	pembahasan 	teknis 
perizinan 	lingkungan; 	11. 	melakukan 	verifikasi 	lapangan 
perizinan lingkungan; 12. menyusun dokumentasi sistem mutu 
laboratorium; 13. melaksanakan penilaian kinerja institusi atau 
personal 	lingkungan; 	14. 	menyusun 	rencana 	kegiatan 
inventarisasi pencemaran, kerusakan dan kondisi sosial; 15. 
melakukan pemantauan keberhasilan pengendalian kerusakan 
dan pemulihan kerusakan lingkungan; 

23 AHLI PERTAMA - 1. Menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan 
PENGAWAS MUTU pakan/pakan; 2. menyiapkan peralatan sampling sesuai dengan 
PA1CAN metode yang ditentukan; 3. membersihkan tempat pakan dan 

minum ternak; 4. melakukan pendataan jenis hijauan/hasil 
samping pertanian/hasil ikutan industri pertanian yang ada di 
lokasi; 5. melakukan penerimaan dan verifikasi sampel; 6. 
melakukan 	penanganan 	sampel 	basah; 	7. 	menyiapkan, 
mengarsip, dan homogenisasi sampel; 8. melakukan pemanasan 
dan menganalisis hasil pengujian dalam rangka pengujian kadar 
air/kadar abu/lemak kasar/serat kasar/Acid Detergent Fiber 
(ADF)/ Neutral Detergent Fiber (NDF); 9. melakukan ekstrasi 
lemak kasar secara manual dalam rangka pengujian kadar 
air/kadar abu/lemak kasar/serat kasar/ Acid Detergent Fiber 
(ADF)/ 	Neutral 	Detergent 	Fiber 	(NDF); 	10. 	melakukan 
pengabuan sampel dalam rangka pemeriksaan mineral/urea 
menggunakan spektrofotometer; 11. merencanakan penerapan 
sistem manajemen mutu; 12_ menyusun dokumen sistem 
manajemen 	mutu; 	13. 	mengkaji ulang dokumen 	sistem 
manajemen mutu; 14. melakukan kaji ulang manajemen; 15. 
memperbaiki hasil kaji ulang manajemen; 16. melaksanakan 
audit internal; 17. memperbaiki hasil audit internal; 

IV. RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN 

Informasi terkait rentang penghasilan per jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Tenaga 

Kesehatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut: 

No JABATAN 
RENTANG PENGHASILAN 

MINIMAL MAKSIMAL 
1 AHLI PERTAMA - PENGANTAR 

KERJA 
Rp.4.000.000,00 Rp.5.000.000,00 

2 AHLI PERTAMA - PRANATA 
KOMPUTER 

Rp.4.000.000,00 Rp.5.000.000,00 

3 AHLI PERTAMA - PENYULUH 
SOSIAL 

Rp.4.000.000,00 Rp.5.000.000,00 

4 AHLI PERTAMA - PENYULUH 
PERTANIAN 

Rp.4.000.000,00 Rp.5.000.000,00 

5 AHLI 	PERTAMA 	- 	PENYULUH 
LINGKUNGAN HIDUP 

Rp.4.000.000,00 Rp.5.000.000,00 

6 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
ORGANISME 	PENGGANGGU 
TUMBUI-IAN 

Rp.4.000.000,00 Rp.5.000.000,00 

7 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
DAMPAK LINGKUNGAN 

Rp.4.000.000,00 Rp.5.000.000,00 

8 AHLI PERTAMA  -  PENGGERAK 
SWADAYA MASYARAKAT 

Rp.4.000.000,00 Rp.5.000.000,00 



9 AHLI PERTAMA - 	PENGELOLA 
PRODUKSI PERIKANAN TANGICAP 

Rp.4.000.000,00 Rp.5.000.000,00 

10 AHLI 	PERTAMA 	- 	PENGAWAS 
MUTU PAKAN 

Rp.4.000.000,00 Rp.5.000.000,00 

11 AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT 
TERNAK 

Rp.4.000.000,00 Rp.5.000.000,00 

12 AHLI 	PERTAMA 	- 	PENATA 
PENANGGULANGAN BENCANA 

Rp.4.000.000,00 Rp.5.000.000,00 

13 AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR Rp.4.000.000,00 Rp.5.000.000,00 
14 AHLI 	PERTAMA 	- 	ANALIS 

PERDAGANGAN 
Rp.4.000.000,00 Rp.5.000.000,00 

15 AHLI 	PERTAMA 	- 	ANALIS 
KEBAKARAN 

Rp.4.000.000,00 Rp.5.000.000,00 

16 AHLI 	PERTAMA 	- 	ANALIS 
AKUAKULTUR 

Rp.4.000.000,00 Rp.5.000.000,00 

17 TERAMPIL  -  PRANATA KOMPUTER Rp.3.500.000,00 Rp.4.500.000,00 

18 TERAMPIL 	- 	PENYULUH 
PERTANIAN 

Rp.3.500.000,00 Rp.4.500.000,00 

19 TERAMPIL - OPERATOR SISTEM 
INFORMASI 	ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

Rp.3.500.000,00 Rp.4.500.000,00 

20 TERAMPIL - ASISTEN PEMBINA 
MUTU HASIL KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

Rp.3.500.000,00 Rp.4.500.000,00 

21 TERAMPIL - ARSIPARIS Rp.3.500.000,00 Rp.4.500.000,00 
22 PEMULA  -  TEKNISI AKUAKULTUR Rp.3.500.000,00 Rp.4.500.000,00 

23 PEMULA - PEMADAM ICEBAKARAN Rp.3.500.000,00 Rp.4.500.000,00 

V. PERSYARATAN PPPK 

A. PERSYARATAN UMUM 

1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk 

melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) setelah memenuhi 

persyaratan: 

2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan 

jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan; 

b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun 

sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan 

ketentuan dan perundang-undangan; 

c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 

d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 

atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, PPPK, prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau 

pegawai swasta; 

e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; 

f. Merailiki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; 



g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifficasi keahlian tertentu yang 

masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang 

mempersyaratkan; 

h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; 

i. Pelamar hanya dapat melamar pada 1(satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu 

PPPK; 

j. Pelamar hanya dapat melamar pada 1(satu) Instansi dan 1(satu) jenis jabatan 

k. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 

(satu) jenias jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan atau menggunakan 2 

(dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda yang bersangkutan 

dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan 

peratuaran perundang-undangan; 

1. Setiap Pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan 

jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang pemula, terampil dan ahli 

pertama; 

2) paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda, 

3) paling singkat 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli madya; dan 

4) paling singkat 7 tahun pada jenjang ahli utama. 

m. Pengalaman sebagaimana dimalcsud pada romawi II angka 2 huruf b dan 

romawi III angka 3 huruf d dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang 

ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. 

n. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit 

Tentara Nasional Indonesia,atau anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; 

o. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi 

dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya; 

p. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam 

proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK; 

B. PERSYARATAN KHUSUS 

a. Pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus wajib melampirkan surat keterangan 

aktif bekerja sampai saat mendaftar pada instansi Pemerintah yang dilamar yang 

ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling singkat 2 (dua) tahun secara terus 

menerus. 

b. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang 

bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN. 

Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari pelamar 

penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan khusus, sebagai berikut 

1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas 

yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan 



2) menyampaikan video singkat minimal 5 (lima) menit yang menunjukkan kegiatan 

sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga Teknis. 

c. Selain persyaratan sebagaimana diatur diatas, dalam pengadaan PPPK JF Teknis 

terdapat jenis jabatan Fungsional Teknis yang rnemerlukan persyaratan wajib 

tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi 

teknis (format terlampir). 

VI. TATA CARA PENDAPTARAN 

1. Pelamar PPPK untuk JF Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sukamara dapat melakukan pendaftaran secara online melalui alamat website 

Portal SSCASN 2023 https: / /sscasn.bkn.go.id• 

2. Pelamar wajib membuat akun terlebih dahulu menggunakan Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) pada portal SSCASN; 

3. Pelamar mengunggah (upload) KTP dan swafoto ketika membuat akun; 

4. Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya dapat dilakukan I 

(satu) kali; 

5. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Tenaga Teknis; 

6. Pelamar memilih Instansi Pemerintah Kabupaten Sukamara dilanjutkan memilih 

alokasi kebutuhan(formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, 

dan lokasi tes, serta mengisi nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama 

perguruan tingg (sesuai ijazah), nama program studi. 

7. Mengisi riwayat pekerjaan (pengalaman kerja); 

8. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif; 

9. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan 

tahapan pada portal SSCASN; 

10. Pelamar mengisi data pada portal SSCASN berdasarkan dokumen asli secara benar 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka 

Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai aturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

11. Pelamar mengunggah dokumen ASLI (dalam bentuk scan pdf) persyaratan dengan 

format dan ukuran/ size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi 

pendaftaran SSCASN yaitu meliputi: 

a. Pas foto format terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan 

format JPEG/JPG; 

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah 

melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku; 

c. Surat larnaran yang ditujukan kepada Bupati Sukamara Up. Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Sukamara di Sukamara, menggunakan kertas folio bergaris, ditulis Tangan 

dengan tinta hitam menggunakan Huruf Kapital dan ditandatangani serta 

dibubuhi menggunakan e- materai Rp. 10.000 (format terlampir); 



d. Surat Pernyataan 5 (lima) point diketik menggunakan komputer yang 

sudah ditandatangani dan bubuhi menggunakan E- meteral Rp.10.000 

(format terlampir); 

e. Ijazah ASLI sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan atau Bagi 

lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat 

Keputusan Penyetaraaan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat 

Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari 

Kemendikbud; 

f. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri 

melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Pendidikan 

g• Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang 

dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling sedikit 2 (dua) 

tahun secara terus-menerus (format terlampir); 

h. Surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani 

oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) s.d. 7 (tahun) sesuai dengan 

jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar (format terlampir). 

i. Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku pada saat pelarnaran, yang 

dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda 

Registrasi. 

J. Pelamar wajib mengungunggah persyaratan wajib tambahan dan sertifikat 

kompetensi bagi jabatan yang mensyaratkan wajib tambahan dan sertifikat 

kompetensi (jabatan yang yang memiliki syarat wajib tambahan dan 

sertifikat kompetensi sebagaimana terlampir pada pengamuman ini) 

k. Bagi pelamar dengan kriteria disabilitas di tambah dengan Surat keterangan 

dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis 

dan derajat kedisabilitasannya. (format PDF); 

1. Bagi pelamar dengan kreteria disabilitas mengupload link Video singkat 

minimal 5 (lima) menit melakukan kegiatan sehari-hari pelamar dalam 

menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar. (MP4/AVI). 

12. Pelarnar dapat melakukan proses pembubuhan e-meterai pada laman 
h ttps: / / sscasn . bkn go. id atau https: / / meterai-ele ktronik. com. Tutorial pembelian 
dan 	pembubuhan 	e-meterai 	dapat 	dilihat 	pada 	laman 
hups://www.youtube.com/watch2v=BilEWpV6Ets;  

13. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak 

dapat diperbaiki atau diubah. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen 

unggah yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen unggah yang terpotong 

dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut 



merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak 

memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. 

14. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk 

digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah 

tidak dapat mengubah data kembali). 

VII. TAHAPAN SELEKSI  

Tahapan Seleksi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2023 meliputi: 

1. Seleksi Administrasi; 

2. Seleksi Kompetensi menggunakan Computer Asisted Test (CAT), yang terdiri 

dari: 

a. Kompetensi Teknis; 

b. Kompetensi Manajerial; 

c. Kompetensi Sosial Kultural; dan 

d. Wawancara. 

VIII. SISTEM KELULUSAN DAN BOBOT PENILAIAN SELEKSI 

1. Seleksi Administrasi 

Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian 

antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada SSCASN dengan 

persyaratan yang telah ditentukan. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi 

Administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari akun SSCASN masing-

masing. 

2. Seleksi Kompetensi 

Pembobotan nilai dan Nilai Ambang Batas dalam seleksi kompetensi dan wawancara 

berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas 

Seleksi Kompetensi Peengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk 

Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023. 

3. Hasil Akhir Seleksi 

Kelulusan akhir Seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sukamara T.A 2023 ditentukan berdasarkan hasil oleh Panitia Seleksi Nasional 

(PANSELNAS) sebagaimarxa diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 

tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan 

Fungsional dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi 

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional 

Tahun Anggaran 2023. 

IX. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA 

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap selcksi diangkat sebagai calon 

PPPK JF Tenaga Teknis. 



2. PPPK JF Tenaga Teknis yang telah mendapatkan nomor induk PPPK melaksanakan 
tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK Pemerintah 
Kabupaten Sukamara 

3. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK JF Tenaga Teknis paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan 
kebutuhan. 

X. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI 

Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan 
Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 
tanggal 16 September 2023 hal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 
2023, sebagai berikut: 

JADWAL PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 
TAHUN ANGGARAN 2023 

NO KEGIATAN JADWAL 

1 Pengumuman Seleksi 19 September s.d 3 Oktober 2023 

2 Pendafataran Seleksi 20 September s.d 9 Oktober 2023 

3 Seleksi Administrasi 20 September s.d 12 Oktober 2023 

4 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 13 s.d 16 Oktober 2023 

5 Masa Sanggah 17 s.d 19 Oktober 2023 

6 Jawab Sanggah 17 s.d 21 Oktober 2023 

7 Pengumuman Pasca Sanggah 20 s.d 26 Oktober 2023 

8 Penarikan Data Final 27 s.d 29 Oktober 2023 

9 Penjadwalan Seleksi Kompetensi 30 Oktober s.d 2 November 2023 

10 Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan 

Tempat Seleksi Kompetensi 

3 s.d. 6 November 2023 

11 Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 8 November s.d. 2 Desember 2023 

12 Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis 

Tambahan 

13 November s.d. 4 Desember 2023 

13 Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi 28 November s.d. 7 Desember 2023 

14 Pengumuman Kelulusan 4 s.d 13 Desember 2023 

15 Pengisian DRH NI PPPK 14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024 

16 Usul Penetapan NI PPPK 13 Januari s.d. 11 Februari 2024 

XI. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI 
Lokasi Pelaksanaan Seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023 bertempat di RUANG CAT BADAN 
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN 
SUKAMARA beralamat di JL. TJILIK RIWUT KM. 10 Telp. (0532) 2076220 
SUKAMARA. 

XII. LAIN-LAIN 
1. Pemerintah Kabupaten Sukamara tidak bertanggung jawab atas pungutan atau 

tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim 
Pelaksana Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023, sehingga Peserta diharapkan tidak 
melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon 
Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023. 

2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang 
menjanjilcan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan 
keharusan menyediakan sejumla_h uang atau dalam bentuk lain; 



Sukamara,  19  September 2023 

PANITIA SELEKSI PENGADAAN 
CALON APARATUR SIPIL NEGARA 

TEN SU 

MANA, SP.M 
tama Muda, IV.c 

40524 200312 1 006 

3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan 

dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka 

akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya. 

4. Informasi resmi terkait dengan seleksi penerimaan PPPK Teknis di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada papan 

pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten 

Sukamara 	dan 	website 	httns: / / bkn. go .id;  https:/ /sscasn.bkn.go.id  

dhttps: / / www. sukamaralcab. go id 	serta  http: / / gg.gg/ H ELPD ESKPPPKKAB- 

SUKAMARATA HU N2023. 

6. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di 

kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun 

setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Sukamara 

berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan 

hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat 

keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke 

pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu. 

7. Untuk mengikuti seluruh seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan 

Pemerintah Tahun Anggaran 2023, para peserta TIDAK DIPUNGUT BIAYA 

apapun. 

8. Keputusan Tim Pelaksana Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023 tidak dapat 

diganggu gugat dan bersifat mutlak. 

9. Apabila ada perubahan jadwal dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan 

melalui papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

Kabupaten Sukamara dan Portal SSCASN Tahun 2023. 

10. https: / / sscasn. bkn go id ,https: / hffl.ww.sukarnarakab.g0.id  /danhttp: / /gg. gg/ ELPD  

ESKPPPKKABSUKAMARATAHUN2023. 

11. Dalam rangka memberikan layanan kepada pelamar ataupun masyarakat yang 

mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Tenaga 

Teknis Tahun Anggaran 2023, maka pelamar dapat menghubungi Sekretariat 

Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara serta dapat juga melalui link 

WhatsAPP:  http: / / gg. gg / HELPDESKPPPKKABSUKAMARATAHUN2023danhttp://ssca  

sn-helpdesk.bkn.ao.id/.  



LAMPIRAN •1: PANITIA SELEKSI PENGADAAN CASN 
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA 
NOMOR : 810/0; /PANSELDA 
TANGGAL : 19 September 2023 

RINCIAN KEBUTUHAN PPPK 

JABATAN PUNGSIONAL TENAGA TEKNIS 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2023 

NO UNIR PENEMPATAN JABATAN 
JENIS 

PORMASI 
KUALIPIKASI PENDIDIKAN 

ALOKASI 
FORMASI 

ALOKASI 
PORMASI 

DISABILITA 

1 BUPATI SUKAMARA, BADAN KEPEGAWAIAN DAN 
PENGEMBANGAN SDM 

TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER UMUM 

D•III TEKNIK KOMPUTER • 
D-III TEKNOLOOIKOMPUTER - 
D-111 TEKNOLOGI INFORMASI - 
D•111 TEKNIK INFORMAT1KA - 
D•III MANAJEMEN INFORMATIKA - 
D-III SISTEM INFORMASI 

1 0 

2 
BUPATI SUKAMARA, BADAN KEPEGAWA1A/g DAN 
PENGEMBANGAN SDM TERAMP1L - PRANATA KOMPUTER UMUM 

D-III TEKNIK KOMPUTER • 
D-HITEKNOLOGI KOMPUTER • 
D•III TEKNOLOGI INFORMASI - 
D•III TEKNIK INFORMATIKA - 
D•Ill MANAJEMENINPORMATIKA - 
D•III SISTEM INFORMASI 

1 1 

3 
BUPATI SUKAMARA , DINAS KEPEMUDAAN OLAH 
RAGA DAN PARIWISATA 

TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER KHUSUS 

D-111 TEKNIK KOMPUTER - 
D-III TENNOLOGI KOMPUTER - 
D•III TEKNOLOGI INFORMASI - 
D-111 TEKNIK INFORMATIKA - 
D-III MANAJEMEN INFORMAT1KA • 
D•III SISTEM INFORMASI 

I 0 

4 BUPATI SUKAMARA , SEKRETARIAT DPRD TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER KHUSUS 

D•III TEKNIK KOMPUTER - 
D-111 TEKNOL001 INFORMASI - 
D-III TEKNIK1NFORMATIKA - 
D•IIIMANAJE1vIEN INFORMATIKA - 
D-U1 SISTEM INFORMASI 

1 0 

5 BUPATI SUKAMARA , DINAS KETAHANAN PANGAN 
DAN PERTANIAN 

TERAMP1L - PENYULUH PERTAN1AN KHUSUS 

D-111 AGROBISNIS - 
D-Ill AGROTEKNOL001- 
D-111 AORONOM1 - 
D411 PENYULUH PERTANIAN - 
D-II1 PERKEBUNAN 

1 0 



NO UNIR PENEMPATAN JABATAN JENIS 
FORMASI KUALIPIKA81 PENDIDIRAN ALOKASI 

PORMASI 

ALOKASI 
 

FORMASI 
DISABIL1TA 

6 BUPATI SUKAMARA , DINAS KETAHANAN PANGAN 
DAN PERTANIAN TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN KHUSUS 

D-III AGROBISNIS - 
D-III AGROTEKNOLOGI - 
D-111 AGRONOMI - 
D-11/ PENYULUH PERTANIAN - 
D-III PERKEBUNAN 

I I 

7 
BUPATI SUKAM TERAMPIL ARA , DINAS KEPENDUDUICAN DAN 
PENCATATAN S1PIL 

- OPERATOR SISTEM 
INFORMASI ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

KHUSUS 
D-III TEKNIK KOMPUTER - 
D-III SISTEM INFORMASI 0  1 

8 DUPATI SUKAMARA , DINAS PERIKANAN 
TERAMPIL - ASISTEN PEMBINA MUTIJ 

KIJUSUS 
D-III PENGOLAHAN HASIL LAUT - 
D-111 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN - 
D-111 TEKNOLOGI HASIN, PERIKANAN 

2 0 HAS1L KELAUTAN DAN PERIKANAN 

9 
BUPATI SUKAMARA , DINAS PERPUSTAKAAN DAN 
KEARSIPAN DAERAH TERAMPIL - ARSIPARIS KHUSUS 

D-111 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - 
D-Ill PERPUSTA~ ARSIP DANDOKUMENTASI - 
D-III PERPUSTAKAAN - 
D-111 KEARSIPAN - 
D-111 ARSIPARIS 

2 0 

10 BUPATI SUKAMARA , SEKRETARIAT DAERAH TERAMPIL - ARSIPARIS KHUSUS 

D-III KEARS1PAN/KEPERPUSTAKAAN - 
D-III AMAINISTRASI KEARSIPAN - 
D-III KEARSIPAN - 
0-111 ARSIPARIS 

I 0 

I I RUPATI SUKAMARA , DINAS PERIKANAN PEXIULA - TEKNISI AKUAKULTUR KHUSUS 
SUPM PERIKANAN BUDIDAYA - 
SMK PERIKANAN BUDIDAYA - 
SMA IPA 

2 0 

12 BUPATI SUKAMARA , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
DAN PEMADAM KEBAKARAN PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN KHUSUS SMA/SEDERAJAT 19 0 



NO UNIR. PENEMPATAN JABATAN JENIS 
FORMASI KUALIFIKASI PENDID1KAN ALOKAt31 

FORMASI 

ALOKA131 
FORMASI 

DISABILITA 

13 
I3UPATI SUKAMARA , SATUAN POLIS1 PAMONG PRAJA 
DAN PEMADAM KEBAKARAN PEMULA - PENIABANI KEBAKARAN UMUM SMA/SEDERAJAT 4 0 

14 
BUPATI SUKAMARA , DINAS KEPEMUDAAN OLAH 
RAOA DAN PAR1WISATA AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER UMUM 

D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA - 
D-IV TEKNIK INFORMATIKA - 
S•1 SESTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - 
S-1 SISTEM INFORMAS1 - 
S-1 ILMU INFORMATIKA - 
S-1 TEKNIK INFORMATIKA • 
S-1 TEKNIK KOMPUTER - 
S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER - 
S-1 ILMU KOMPUTER - 
S-1 SISTEM KOMPUTER - 
S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - 
S-1 INFORMATIKA 

i 

0 

0 

15 
13UPATI SUKAMARA , DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL KHUSUS 

D-IV PEKERJAAN SOSIAL - 
D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL- 
S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL- 
S-1 PEKERJAAN SOSIAL 

1 

16 
BUPATI SUKAMARA , DINAS KETAHANAN PANOAN 
DAN PERTANIAN 

AHLI PERTAMA - PENYULUH 
PERTANIAN KHUSUS 

S-1 AGROBISN1S - 
S-1 AGRONOMI - 
S-1 PENYULUH PERTANIAN - 
S-1 BUDIDAYA PERTANIAN - 
S-1 AGROTEKNOL0131 

17 BUPATI SUKAMARA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA • PENYULUH 
LINGKUNGAN HIDUP UMUM 

S-1 KEHUTANAN -  
S-1 ILMU BIOLOGI - 

S-1 TEKNIK KIMIA - 
S-I TEKNIK LINGKUNGAN - 
S-1 ILMU PERTANIAN 

1 0 

18 BUPATI SUKAMARA. , DINASTENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI 

AHL1 PERTAMA - PENGGERAK 
SWADAYA MASYARAKAT KHUSUS 

S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN - 
S.I. PSIKOLOGI - 
S-1 ILMU KOMUNIKASI - 
S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN 

1 0 



NO UNIR PENEMPATAN JABATAN 
JENIS 

FORMASI 
KUALIPIKASI PENDIDIKAN 

ALOKAS1 
FORMASI 

ALOKAS1 
FORMAS1 

DISABILITA 

1 BUPATI SUKAMARA , DINAS KETAHANAN PANCIAN 
DAN PERTANIAN 

AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
ORGAN1SME PENGGANGGU 
TUMBUHAN 

KILUSUS 
S-I HAMA PENYAKIT TUMBUHAN - 
S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN 

1 0 

20 BUPATI SUKAMARA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
DAMPAK LINGKUNGAN 

KHUSUS 
S-I TEKNIK KIMIA - 
S-1 TEKNIK UNOKUNGAN 

I 0 

21 BUPATI SUKAMARA , DINAS PERIKANAN 
AHLI PERTAMA - PENOELOLA 
PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP 

KHUSUS 

S-1 KELAUTAN - 
S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - 
S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN - 
S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN 

I 0 

22 BUPATI SUKAMARA , DINAS KETAHANAN. 	PANGAN 
DAN PERTANIAN 

AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU 
PAKAN 

KHUSUS 
S•1 ILMU PETERNAKAN • 
S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK - 
S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK 

I 0 

23 
BUPATI SUKAMARA , DINAS KETAHANAN PANGAN 
DAN PERTANIAN 

AHLI PERTAMA • PENGAWAS13113IT 
TERNAK. 

CMUM 
S-1 ILMU PETERNAKAN - 
S-1 PRODUKSI PETERNAKAN - 
S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK 

I 0 

24 BUPATI SUKAMARA , DINAS TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI 

AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA KHUSUS 

S-1 ILMU EKONOMI - 
S-1 MANMELIEN - 
S-I PSIKOLOGI - 
S-1 SOSIOLOGI - 
S-1 ILMU KOMUNIKASI 

I 0 



NO UNIR PENEMPATAN JAHATAN 
JENIS 

FORMASI 
KUALIFIKASI PENDIDIKAN 

ALOKASI 
FORMASI 

ALOKASI 
FORMASI 

DISABILITA 

5 2
BUPATI SUKAMARA, BADAN PENANGGULANG 
BENCANA DAERAH , PELAKSANA 

AHLI PERTAMA- PENATA 
PENANGGULANGAN BENCANA 

KIIUSUS 

D-IV MANAJEMEN BENCANA- 
S-1 MANAJEMEN BENCANA - 
D-IV MANAJEMEN - 
D-IV PSIKOLOO1 - 
D•IV TEKNIK LINGKUNOAN - 
D-IV ILMU ADMINISTRASI - 
D-IV SOSIOLOGI - 
D-1V ILMU KESEHATAN MASYARAKAT- 
D-1V ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - 
S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT - 
S• 1 MANAJEMEN - 
S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - 
S-1 PSIKOLOGI - 
S-1 SOSIOLOGI - 
8-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL • 
S-1 1LMU ADMINISTRASI 

1 0 

26 

7 

BUPATI SUKAMARA , BADAN PENANGGULANG 
BENCANA DAERAII , PELAKSANA 

AHLI PERTAMA - PENATA 
PENANOGULANGAN BENCANA 

KHUSUS 

D-IV MANAJEMEN BENCANA - 
S-1 MANAJEMEN BENCANA - 
D-IV MANAJEMEN • 
D-IV PSIKOL001 - 
D-IV TEKNIK LINOKUNGAN - 
D-IV ILMU ADMINISTRASI - 
D-IV SOSIOLOG1 - 
D-IV ILMU KESEHATAN MASYARAKAT - 
D-1V 1LMU KESEJAHTERAAN SOSIAL- 
S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT - 
S-1 MANAJEMEN - 
S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - 
S-1 PSIKOLOGI - 
5-1 SOS101001 - 
S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - 
S-1 ILMU ADMINISTRASI 

1 1 

BUPATI SUKAMARA, DINASTENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI 

AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR UMUM 
S-1 DESAIN DAN IvIEDIA - 
S-1 ILMU TEKNIK DAN REKAYASA - 
S-1 SENI 

1 0 



Sukamara, 	September 2023 

EKSI PENGADAAN 
TUR SIPIL NEGARA 

MA 

NA, S.P.,MM 
ma Muda, IV.c 

NIP. •740524 200312 1 006 

NO UNIR PENEMPATAN JABATAN 
JENIS 

FORMASI KUALIFIKASI PENDIDIKAN ALOKASI 
FORMASI 

ALOKASI 
FORMASI 

DISABILITA 

28 BUPATI SUKAMARA , DINAS KOPERASI USAHA KECIL 
DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN 

AHLI PERTAMA - ANAUS 
PERDAGANGAN 

KHUSUS 
3-1 ILMU EKONOMI - 
S.1 MANAJEMEN - 
S-1 EKONOMI PEMBANOUNAN 

1 I1 

29 
BUPATI SUKAMARA • SATUAN POLISI PA7vIONG PRAJA 
DAN PEMADAM KEBAKARAN 

AHL1PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN UMUIvl 
S.1 GEOGRAFI - 
S-1 TEKNIK EL.EKTRO - 
S-1 PLANOLOGI 

1 0 

30 OUPATI SUKAMARA , DINAS PERIKANAN 
AHL1PERTAMA - ANALIS 
AKUAKULTUR 

KIIUSUS 

S-1 BUDIDAYA PERIKANAN - 
S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN • 
S-1 BUDIDAYA PERAIRAN • 
S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN 

BUDIDAYA 

1 0 



LAMPIRAN II 

PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI 

SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DALAM PENGADAAN 

PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS (KEPMENPAN-RB NOMOR 650 TAHUN 2023) 

NO JABATAN 
PERSYARATAN WAJIB 

TAMBAHAN 
NAMA/JENIS SERTIFIKAT (PENAMBAHAN NILAI) 

BOBOT 
KETERANGAN 

1 TERAMPIL - AS1STEN PEM131NA 
MUTU HASIL KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

x  Sertifikat Klustcr Pernbuatan Diversifikasi Olahan yang 
diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan 
Perikanan dengan masa berlaku 3 tahun 

25% 

2 PEMULA - PEMADAM 
KEBAKARAN 

1. Surat Keterangan Sehat 
2. Surat Keterangan Bukan 
Penyandang Disabilitas 

Seertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang 
pemadam kebakaran dan penyelamatan yang 
ditandatangani oleh pejabat kemendagri 

25,00% Sertifikat yang telah mendapatkan 
registrasi oleh Direktorat Jenderal 
Bina Administrasi Kewilayahan 
Kementerian Dalarn Ncgeri Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam 

kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh 
minimal Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 

12,500/0 

Jenis sertifikat lain di bidang penanggulangan kebakaran 
dan penyelamatan yang ditandatangani oleh kepala 
lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan. 

5% 

3 AHLI PERTAMA - PENYULUH 
SOSIAL 

1. Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Sosial; 2. Sertifikasi 
Kompetensi Pekerja Sosial; atau 3. Sertifikasi 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial: a} Pendamping 
PKH; b} Pendamping Rehabilitasi Sosial; c) Tenaga 
Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM); d) Penyuluh 
Sosial Masyarakat (Pensosmas); atau e) Taruna Siaga 
Bencana (Tagana) yang diterbitkan oleh Lembaga 
Sertifikasi Profesi (LSP)/Lembaga Sertifikasi Profesi 
Penyuluh Sosial (LSPS)/ Instansi Pembina yang masih 
berlaku 

25% 



NO JABATAN PERSYARATAN WAJIB 
TAMBAHAN NAMA/JENIS SERTIFIKAT (PENAMBAHAN NILAI) 

BOBOT  
KETERANGAN 

4 AHLI PERTAMA - PENYULUEI 
PERTANIAN 

Scrtifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian 
Pertanian 

25% 

5 AHLI PERTAMA - PENGELOLA 
PRODUKSI PERIKANAN 
TANGKAP 

ANKAPIN/ ATKAPIN yang diterbitkan oleh Kementerian 
Perhubungan. 

25% 

Sertifikat Bidang Perikanan yang diterbitkan oleh Lembaga 
Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan atau BNSP 
dengan masa berlaku 3 tahun 

15% 

6 AHLI PERTAMA - PENGAWAS 
BIBIT TERNAK 

Sertifikat kompetensi Inseminator yang masih berlaku 
yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi 

25% 

7 AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR Sertifikat Kompetensi Metodologi Pelatihan Kcrja Level 3 
yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi 
(BNSP) dengan masa berlaku 3 tahun terakhir 

20% 

Memiliki sertifikat kompetensi keahlian KKNI minimal Level 
1 yang dikeluarkan, oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi 
(BNSP)/Lembaga sertifikasi profesi yang telah 
mendapatkan lisensi BNSP yang berlaku 3 tahun 

25% 

AHLI PERTAMA - ANALIS 
KEBAKARAN 

1. Surat Keterangan Sehat 
2. Surat Keterangan Bukan 
Penyandang Disabilitas 

Seertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang 
pemadam kebakaran dan penyelamatan yang 
ditandatangani oleh pejabat kemendagri 

20% 

Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam 
kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh 
minimal Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 

12,50% 

Jcnis sertifikat lain di bidang penanggulangan kebakaran 
dan penyelamatan yang ditandatangani oleh kepala 
lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan. 

5% 



LAMPIRAN III 

fami t4Pinftmtt 

- 	SittcAfft644 

t 

1.. trit6t T 

N 1,tq 	rti 

thArnfr 	 6t7t.dtP- 

lAtibcjat. 	: 
NtiolottcAtt 

KO ti p AkttE  

;Wftt, ttizttp. 

J66t,i-t-Att <-/Art; pi CATNip. 

3trtis lzbitruumi : 17 Pet< 	 PM4 1. 11.4461+ tckiswkrig-t( 

PPW Utf66A lbgtits- 

POrfAMA - AttAta Stitrusbit_ Dfifrit PrArtisv, 

Uttn" 16-t>tic14 1>tiG011,st-t-Art 

 

  

rfritia „MeterrArt 

 

1A44c1 ftttempirrnei 

 

Pbt-tuirt trri pertymnpnott 242,AT IghlAPArt Itt~ DAlfrt rAGrk»ot PrtGAtikkt P5PIEF4NrAft  

krtflzrt P6PJArij(Pt.f K611/41et C?it't‘)  PltAtiG~ P&016F:tritAki MOurffert SUrtitrtaPfie  

AtWft.P.,att ;45» 

Seestit kkentt FtwvnBArt&ttrt slita tottYtettmcmi klAstk,  surt retcronett bsu 5vg.tki  

Det-t“tir Keromef4Ati MOA PEr*attelutilAti feettiGelt tzfil2-ttcuT 

klItt4T UltnAMK 

Me-itt ifttt&; Peivuoutc CtcrE9 

a • 141Pstit Pes-ttyeret-A« 	(1416) FOcti 

SUMft KeTeltAtKatt ibetze&N,  igt 6toorr4 tceetp, 7,4 riQueditrAtr  

9-• IJAmw Ditrt WtainistysttgAgArAti 144(rt 71UP-Icart ficijAuritiN,..1 P(;ClvtD(KACS  

(e• .ivartst-tp titki4t 

(7As KCto 

€- Votcunti  tditt4  st 91AI %itsimaristi Jtibtetti  

s•  bekeunti  f furkerr tccrtp.At-tQdt-ti izzsviti Mtti (Lobinti sewcr Pernee-tirrn4 ( PAceSinn  

tart4 mEW. 	 AlMam ittis DAti 9eM,147 DUE,Itrr,45 -(AN6 biatAnett  

ct mmtgrt Stlf-frt UmiteMti ttti Pt burc- rsosturt sttotam tmr4 OAN 03:Oblett Y^nF 5 ijezeft 

tkitSAtf 40Ald t3Etute-, ArtiettLADIKEnititHAN HaeLt Onnumti b 74ri lDA Betag- , 

tnara rAM._ J_VW_U6WP lcefutit9An PAN(114 Cfritutc ittinienNte~ Kerwtsttee-telecti /  

411-tIUYai f k9)trt145  5,4  "1 Stittt5(  Ve""At41  frPK PEWM-fitrAtt Ica0 fitr6ti 	 

XIKANMIA A titt Atic4FIMII 2023 



AtAs ‘egicAtamtwii, fffiCh uGmitc4f4 Tewm !casttic 

5vV-Asv..9,A, 	S'tremswit Ica3 

k\olsclivr SitYir.. 

E-MikkftAt 
41- W.Coto 

tiklAme. LEistriw.44GEt1,rt) 

ED Dipindai dengan CamScanner 



LAMPIRAN IV 

SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POINT 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

Tempat dan Tanggal Lahir 

Agama 

Alamat Lengkap 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya : 

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan 
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak 
pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 

2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau 
tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan 
tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain 
pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah; 

3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; 

5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
atau Negara Lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah. 

Demikian Pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia 
dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh 
Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak 
benar. 

Sukamara, 	Desember 2022 

 

Yang Membuat Pernyataan, 

e•Materai 

/materai 

manual10000 

 

 

(Catatan: Surat Pemyataan di ketik) 



» KOP SURAT « 
LAMPIRAN V 

SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA DI INSTANSI PEMERINTAH 
KABUPATEN SUKAMARA 

Nomor: 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama 
NIP 
Pangkat / Golongan 
Jabatan 	 : Kepala Puskesmas Sukamara 
Unit kerja 	 : UPTD Puskesmas Sukamara 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara 

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: 

Nama 
Tempat, tanggal lahir : 
Pendidikan 

telah melaksanakan tugas dan menunjukkan dedikasi serta memiliki 
pengalaman kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara paling 
sedikit 2 (dua) tahun secaxa terus menerus sampai dengan periode 
pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023. 

*)Yang bersangkutan telah bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sukamara selama ...(dua)... tahun 	(delapan)... bulan, terhitung sejak 
tanggal ...(satu)... bulan ...(januan)... tahun ...(dua ribu dua puluh satu)... 
sampai dengan surat keterangan ini dibuat. 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

(kota), (tanggal) (bulan) 2023 
(jabatan), 

Stempel 
Unit Kerja/ 

Instansi 
	

(ttd) 

Nama lengkap 
Pangkat 
NIP 

*) isi sesuai lama masa kerja pelamar, penyebutan menggunakan huruf bukan 
angka 



» KOP SURAT « 
LAMPIRAN VI 

SURAT KETERANGAN BEKERJA DI BIDANG KERJA YANG RELEVAN 

Nomor: 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama 
NIP*) 
Pangkat / Golongan *) : 
Jabatan 
Unit kerja 

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: 

Nama 	 + gelar 
Tempat, tanggal lahir : 
Pendidikan 	 : S-1 DESAIN DAN MEDIA 

. wiassiss 	 nse.a.n. 

**) adalah pegawai di PT. Borneo Telekomunikasi  sekuna empat tahun nol 
bulan, terhitung mulai tanggal satu bulan maret tahun dua ribu enam belas 
sampai tanggal tiga puluh satu  bulan maret tahun dua ribu dua nuluh. 

Adapun yang bersangkutan memilild tugas, sebagai berikut: 
1. 	  
2. 	  
3_ dst 

memperhatikan uraian tugas sebagaimana tersebut di atas, bahwa 
pengalaman kerja yang bersangkutan Relevan untuk melamar formasi jabatan 
fungsional Ahli Pertama - Instruktur 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

(kota), (tanggal) (bulan) 2023 
(jabatan), 

I Stempel 
Unit Kaja/ 

Instaaai 
	

(ttd) 

(Nama lengkap), 

hapus bagian yang tidak cliperiukan 
"9 penyebutan pengisian menggunakan huruf bukan angka 



FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS 

KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS 

SURAT KETERANGAN 

Nama 	 Jents Kelarmn: Laltu'Perernpuan 
Umur 
NIK 
Ada Disabdttas 	. Yatelak • 
Lokasi DrsabAtas 

Susunan syaraf pusal 
sebutkan 	  
Organ Pengtrideraan. 
sebutkan 	  

- Extremitas atas kanaratril(eduanya 
Tangan dominan kanancion't 
ExPermtas bawah kanantkeulteduanya.• 
Latn-larn 

ANAMNESIS ) 
1. Ftnyayat disabilitas . - Sejak lahir. dtagnosa 	 

- Sesudah kecetakaan. pada tahun. Magnosa 
- Sesudah sakd, pada tahun 	dragnosa 	 

  

   

   

2. Kernampuan mengirus 
- Mampu 
- Sebagtan besar tnsa• jelaskan yang tdak bisa 	  
- Perlu bantuan penuh ccang tain  

3. Bepergan ketuar rucr.ah. 
- Bisa senditedu di antar anggola keluargat 

HASIL PEMERIKSAAN-1  
4. Jents Disabdttas. 

a. 13:sabtlitas Fistk 
1) Amputast (TangartiKate)• ' 
2) Kelemahan bagian atas anggota gerak alas dan bawah 
3) Parapteg (anggota tubuh bagian bawah yang meIrputi kedua tungkat dan 

organ panggul) 
4) Cetebral Patsy (CP) 

b. Disabddas Sensonk 
1) Netra 

a) Buta total 
DJ Persepst cahayallow vason 

2) Rungu 
3) Wicara 

c. Orsabildas Intelektuat 
1) Dtsabildas grahda 

Ocnvn syncfroma 
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